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Perjanjian kerja dapat dibuat secara dalam bentuk lisan dan atau tertulis. Secara 
normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, 
sehingga jika terjadi perselihan akan sangat membantu proses pembuktian. 
Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak 
atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidak 
mampu sumber daya manusia maupun karena kelaziman atas dasar kepercayan 
membuat perjanjian kerja secara lisan. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat 
antara PT Tyfountex Indonesia dengan tenaga kerja sifatnya tertulis artinya 
perjanjian kerja waktu tertentu itu ada sejak adanya ikatan sepakat dalam artinya 
perjanjian kerja waktu tertentu dibuat bersama antara perusahaan dengan tenaga 
kerja dengan demikian dengan adanya kata sepakat merupakan sahnya suatu 
kontrak.  
 
Kata Kunci: Pekerja Kontrak, Perjanjian Kerja, Perseroan Terbatas 
 
ABSTRACT 
The employment agreement may be made orally or in writing. Normatively 
written form guaranteeing the rights and obligations of the parties, so that in case 
of controversies will greatly assist the process of evidence. But there is no doubt 
there are still many companies that do not or have not made a written employment 
agreement due to the lack of capable human resources and also because of the 
prevalence of belief on the basis of agreements made orally. Particular time work 
agreement made between PT Tyfountex Indonesia with a workforce of nature 
writing means certain time employment agreement that had existed since the bond 
agree on a specific time means employment agreement was made jointly between 
the company and the workforce thus the presence of an agreement is the validity 
of a contract. 
 






Perjanjian kerja, kedudukan para pihak sering tidak seimbang. Kedudukan 
yang tidak seimbang ternyata membawa konsekuensi. Pada perjanjian untuk 
waktu tertentu, kedudukan majikan dan karyawan tidak pernah seimbang. Ada 
kalanya majikan lebih kuat daripada karyawan sehingga karyawan berada dalam 
kategori golongan lemah. Sebaliknya apabila karyawan mempunyai dedikasi dan 
profesionalisme dalam bidangnya maka akan lebih kuat dibanding majikan dalam 
hal pengupahan.  
Tersedianya lapangan kerja baru untuk mengatasi meningkatnya permintaan 
kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai oleh pemerintah untuk 
mengatasi melonjaknya angka pengangguran dalam pembangunan ekonomi baik 
di Pusat maupun di Daerah.1 Untuk mewujudkan penawaran kerja tersebut 
pemerintah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di segala sektor, 
khususnya investasi langsung ( direct investment) terutama pada sektor–sektor 
yang bersifat padat karya dan jangka pendek, seperti konstruksi, infrastruktur 
maupun industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui 
perdagangan maupun pariwisata.  
Pembangunan bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembagian 
sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
pembangunan nasional. Sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-
Undang Dasar 1945, pembangunan bidang ketenagakerjaan diarahkan pada 
peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada 
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 R. Goenawan Oetomo, 2004, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di 
Indonesia (Jakarta: Grhadika Binangkit Press, Hal. 15 
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diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil 
maupun spiritual.  
Hukum seyogianya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari 
hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian 
kerja memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Untuk memperoleh suatu 
kepastian hukum atau berupa penegasan mengenai hak dan kewajiban 
karyawan/tenaga kerja maupun pengusaha/majikan dalam hubungan kerja, pada 
umumnya para pihak membuat suatu perjanjian kerja.  
Hubungan kerja antara buruh dan majikan diatur dalam Buku III Bab 7 a 
KUHPerdata, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya masih 
kurang. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2003), maka 
terciptalah salah satu solusi dalam dalam perlindungan buruh maupun majikan 
tentang hak dan kewajian masing-masing pihak. UU Nomor 13 Tahun 2003 
sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban, baik para tenaga kerja maupun 
para pengusaha dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi.
2
 Tidak 
kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa 
menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa 
diskriminasi.
3
 Hal ini merupakan esensi dari disusunnya UU Nomor 13 Tahun 
2003 yaitu mewujudkan kesejaterahan para pekerja/buruh yang akan berimbas 
terhadap kemajuan dunia usaha Indonesia.  
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
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3
 FX.Djumialdji, 2006, Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hal 54 
4 
 
pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan PT. Tyfountex 
Indonesia, (2) Bagaimanakah ketentuan-ketentuan perjanjian kerja yang 
diberlakukan PT. Tyfountex Indonesia . bila dibandingkan dengan ketentuan 
perjanjian kerja yang terdapat dalam KUHPerdata dan UU Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Tujuan objektif mendeskripsikan 
pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja kontrak dengan PT. Tyfountex 
Indonesia, serta ketentuan-ketentuan perjanjian kerja yang diberlakukan PT. 
Tyfountex Indonesia . bila dibandingkan dengan ketentuan perjanjian kerja yang 
terdapat dalam KUHPerdata dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. (2) Tujuan subjektif, menambah wawasan pengetahuan serta 
pemahaman penulis terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama 
menempuh kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam 
masyarakat.  Selain itu, untuk mengembangkan daya penalaran dan daya pikir 
penulis agar dapat berkembang sesuai dengan bidang penulis. Selain itu juga 
untuk  memperoleh data  yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi 
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manfaat teoritis, 
mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana, memberikan sumbangan 
referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum perjanjian dan hukum 
ketenagakerjaan. (2) Manfaat praktis,  mengembangkan penalaran, membentuk 
pola pikir, dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
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menetapkan ilmu yang diperoleh. Di samping itu, memberikan sumbangan 
pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam 
penelitian ini,untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu 
secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode 
ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahan yang penulis dapat 
selama perkuliahan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan PT. 
Tyfountex Indonesia 
 
Perjanjian kerja dapat dibuat secara dalam bentuk lisan dan atau tertulis. 
Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, 
sehingga jika terjadi perselihan akan sangat membantu proses pembuktian.
4
  
Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak 
atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidak 
mampu sumber daya manusia maupun karena kelaziman atas dasar kepercayan 
membuat perjanjian kerja secara lisan.
5
 
Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat antara PT Tyfountex Indonesia 
dengan tenaga kerja sifatnya tertulis artinya perjanjian kerja waktu tertentu itu ada 
sejak adanya ikatan sepakat dalam artinya perjanjian kerja waktu tertentu dibuat 
bersama antara perusahaan dengan tenaga kerja dengan demikian dengan adanya 
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kata sepakat merupakan sahnya suatu kontrak.
6
 Berdasarkan data dan informasi 
dari hasil penelitian data sekunder yang berupa blanko perjanjian Perjanjian Kerja. 
Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh calon pekerja yang diterima sebagai 
pekerja pada PT Tyfountex Indonesia. Hubungan kerja PT Tyfountex Indonesia 
dengan tenaga kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan 
perjanjian kerja waktu tertentu di PT Tyfountex Indonesia sebagai berikut:
7
 
1. Identitas para pihak dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT 
Tyfountex Indonesia .  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat 
di PT Tyfountex Indonesia ini dilakukan antara pihak PT. Tyfountex 
Indonesia sebagai pihak pertama yang diwakili oleh General Manager 
dengan pihak pekerja sebagai pihak kedua. 
2. Nama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hal itu dapat kita lihat dari judul 
perjanjian kerja yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
3. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja Hubungan kerja 
untuk waktu terjadi PT Tyfountex Indonesia dan tenaga kerja terjadi 
setelah adanya mulai adanya kesepakatan kedua belah pihak setelah 
mendatangani isi perjanjian kerja waktu tertentu. 
4. Tempat kerja Dalam clausula perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pihak 
pertama menentukan tempat atau bagian yang akan dipekerjakan atau 
lokasi kerja bagi pihak kedua untuk bekerja. Pekerja kontrak dari sektor 
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produksi, dan semua bidang yang telah di tentukan di PT Tyfountex 
Indonesia. 
5. Pihak pertama memberikan jadwal kerja. Pemberian jadwal kerja ini 
diatur dalam peraturan perusahaan yang mana perusahaan PT Tyfountex 
Indonesia dengan jam kerja sebagai berikut: 
-Senin sampai dengan Jum’at : 08.00-16.00WIB 
-Sabtu : 08.00-13.00WIB 
-Istrahat :12.00-13.00WIB 
Berdasarkan undang-undang No 13 Tahun 2003 
tentangketenagakerjaan Pasal 77 sebagai berikut:
8
 
1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
Pihak pertama memberikan upah, Upah harus diberikan dalam 
bentuk uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. 
Jika upah diberikan dalam mata uang asing, pembayran akan dilakukan 
berdasarkan kurs resmi dari Bank Indonesia pada saat pembayaran upah.  
Upah dapat dikelompokkan berdasarkan komponen, yang terdiri dari 
upah pokok,upah tetap dan tunjangan tidak tetap. Menurut wawancara 
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dengan ibu Ima Yuli Kurnia di PT Tyfountex Indonesia upah diberikan pada 
PT Tyfountex Indonesia sesuai dengan UMR. Untuk pekerja waktu tidak 
tertentu beda dengan perkeja tetap, menurut Ibu Ima Yuli Kurnia pekerja 
tetap setiap tahun upah yang diberikan naik secara berkala. Berdasarkan isi 
perjanjian kerja waktu tertentu di PT Tyfountex Indonesia. besarnya upah  
diberikan satu kali dalam satu bulan.. 
Upah yang diberikan di PT Tyfountex Indonesia dalam 1bulan 1 kali 
pembayaran pada tanggal 10. Pasal 12 dalam isi perjanjian kerja waktu 
tertentu apabila pekerja mendapat hal lain PT Tyfountex Indonesia 
membayar upah dengan sama hal laindalam pasal 12 isi perjanjian kerja 
waktu tertentu sebagai berikut:
9
 
a. Apabila Pihak Kedua tidak masuk kerja karena sakit, maka harus 
dibuktikan dengan surat dokter yang dapat dipertanggung jawabkan. 
b. Apabila pihak kedua tidak masuk kerja ada keluarga yang meninggal 
dunia,maka harus dibuktikan dengan surat kematian dan surat keterangan 
dari aparat pemerintah setempat 
c. Apabila pihak kedua tidak masuk kerja karena ada kepentingan keluarga 
tidak dapat ditinggalkan, maka harus dibuktikan dengan surat ijin tidak 
masuk kerja yang mana formulirnya telah tersediakan oleh bagian 
personalia yang paling lambat 3 (tiga)harisebelum tinggal tidak masuk. 
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d. Apabila pihak kedua tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja 
berturut-turut tanpa sesuatu keterangan tertulis terbukti yang sah 
dianggap mengurkan diri. 
Dalam hubungan kerja yang berdasarkan kepada Undang-Undang 
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danberdasarkan hubungan 
industrial pancasila, berbagai kebijakandikeluarkan untuk memberikan 
perlindungan upah.
10
 DalamUndang-undang No 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaankerjaan menyebutkan setiap pekerja berhak 
memperolehpenghasilan yang layak bagi kemanusiaan.  
Maksud dari penghidupan yang layak adalah jumlah pendapatan pekerja 
darihasil pekerjanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerjadan 
keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan danminuman, sandang, 
perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasidan jaminan hari tua kebutuhan hidup 
secara wajar ini merupakanpeningkatan dari kebutuhan hidup minimum dan 
kebutuhan fisikminimum. 
Dengan melihat pokok-pokok apa saja yang mengatur mengenai isi 
perjanjian seperti yang telah dijelaskan maka isi perjanjian anatara PT Tyfountex 
Indonesia dengan Tenaga kerja telah memenuhi Standar perjanjian tersebut. Jika 
perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini bertentangan dengan ketentuan diatas, 
perjanjian tersebut akan dianggap perjanjian kerja untuk waktu tertentu batal demi 
hukum. Adapun faktor yang mendasari PT Tyfountex Indonesia mengadakan 
perekrutan melalui perjanjian kerja untuk waktu tertentu karena berdasarkan 
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Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan.
11
  
Berdasarkan penjelasan pengusaha pada pekerja, pekerja telah mengerti 
dan sepakat mengenai isinya serta menandatangani surat perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu yang telah disiapkan oleh perusahaan, maka pekerja dapat mulai 
bekerja di PT Tyfountex Indonesia setelah ditandatanganinya surat perjanjian 
tersebut. Dan sebaliknya jika pekerja tidak menerima atau tidak sepakat mengenai 
perjanjian tersebut maka pekerja dianggap mengundurkan diri atau tidak dapat 
bekerja di PT Tyfountex Indonesia. Kemudian dari isi perjanjian kerja waktu 
tertentu di PT Tyfountex Indonesia seperti yang dipaparkan sebelumnya 




Kepmen Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 tentang pelaksanaan perjanjian 
kerja waktu tertentu, dan pasal 59 ayat ( 3) undang-undang No 13 Tahun 2003 
tentang Ketenaga kerjaan. Dalam membuat suatu kesepakatan kerja tertentu 
batasnya 2 ( dua) tahun dan dapat diperpanjang dan diperbaruhi untuk satu kali 
saja karena suatu hal yang tertentu.  
Perpanjang tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) tahun kesepakatan 
kerja waktu tertentu tidak boleh melebihi dari 3 (tiga) tahun. Hubungan kerja yang 
ada di PT Tyfountex Indonesia juga berpedoman pada perjanjian kerja Waktu 
Tertentu antara perjanjian kerja Waktu Tertentu PT Tyfountex Indonesia dengan 
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 Hubungan kerja tersebut berupa hubungan industrial pancasila, 
yang bertujuan untuk melancarkan perusahaan baik berstatus tetap maupun 
kontrak adalah sama yaitu saling menghormati kedudukan masing-masing dan 
saling bekerja sama dalam upaya meningkatkan kesejahtraan pekerja dan 
perusahaan. 
Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerja Yang Diberlakukan PT. Tyfountex 
Indonesia bila Dibandingkan Dengan Ketentuan Perjanjian Kerja Yang 
Terdapat Dalam Kuhperdata Dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan 
 
Hubungan kerja antara perusahaan dengan tenga kerja adalah terikat dengan 
suatu ikatan perjanjian, yaitu seseorang yang tidak boleh diperbudak, diperlulur 
maupun diperhambatkan, kesepakatan kerja waktu tertentu merupakan salah satu 
sarana dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial yang serasi, aman dinamis 
berdasarkan pancasila.
14
 Tata cara pembuatan kesepakatan kerja waktu tertentu 
yang ada perlu dilengkapi dengan berpedoman kepada isi dan jiwa hubungan 
industrial pancasila.  
Tujuan dibuatnya perjanjian kerja waktu tertentu adalah untuk 
mempertegaskan dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara 
bersama mengenai syarat-syarat kerja berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 
2003 tentang Ketengakerjaan dan peraturan perusahaan sehingga dapat 
mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan keadilan, 
turut serta menlidungi pihak yang lemah (pekerja) dari kekuasaan pengusaha, 
guna menetapkanya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat martabat 
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 Pengumpulan data dan informasi mengenai dasar penetapan pekerja 
digolongkan dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT Tyfountex 
Indonesia. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Ima Yuli Kurnia. Pada dasarnya 
dasar penetapan pekerjaan sehingga digolongkan dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu di PT Tyfountex Indonesia, yaitu diatur dalam Pasal3 KEPMEN No 100 
Tahun 2004 Kesepakatan kerja waktu tertentu bahwa penerimaan pekerja di 
perusahaan merupakan hak dari Perusahaan, oleh karena itu disesuaikan dengan 
kebutuhan perusahaan, untuk dapat diterima menjadi pekerja harus memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bahwa perjanjian kerja 
waktu tertentu di PT Tyfountex Indonesia, merupakan golongan pekerja tidak 
tetap. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya masa pecobaan kerja. 
 Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu di dengan ketentuan perundang-
undangan.Dasar pertimbangan perjanjian kerja waktu tertentu PT Tyfountex 
Indonesia, termasuk dalam pekerja tidak tetap adalah : Sektor yang 
mempekerjakan pekerja kontrak di PT Tyfountex Indonesia adalah pada sektor 
produksi yaitu pada semua bidang jumlah pekerja waktu di PT Tyfountex 
Indonesia sejumlah 2071 orang dan pekerja tetap di PT Tyfountex Indonesia 
sejumlah 407 orang. Kesepkatan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Tyfountex 
Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003tentang 
Ketenagakerjaan dilihat dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 sebagaiberikut:
16
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a. Ayat 1: (1)  
1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesainnya dalam waktu yangtidak 
terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau Pekerjaan yang berhubungan 
dengan produk baru, kegiatan baru,atau produk tambahan yang masih 
dalam percobaan atau penjajakan. 
b. Ayat 2  
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan 
yang bersifat tetap. 
Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa pekerja digolongkan dalam 
perjanjian kerja waktu tertentu di PT Tyfountex Indonesia, sudah sesuai dengan 
Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan pasal 59 ayat 1 dan 
2.
17
 Sifat pekerjanya adalah untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara 
sifatnya yaitu pada bagiankeamanan dan semua bagian produksi yang artinya 
yang didasarkan atasselesainya pekerjaan itu.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwasemua kebijakan tersebut 
PT Tyfountex Indonesia sudah sesuaidengan dasar penetapan ketentuan hukum 
yang berlaku di Indonesia, yaituketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
pada pasal 59 ayat 1 (satu)dan 2 (dua). 
Sifat pekerjaan karyawan di PT Tyfountex Indonesia, adalah pekerja yang 
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sekali selesai atau sementara sifatnya yaitu pada bagian produksi, keamanan dan 
semua bagian yang ada di PT Tyfountex Indonesia artinya semua bagian produksi 
diperlukan perusahan PT Tyfountex Indonesia pekerja waktu tertentu yang sekali 







 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut pertama, Proses 
pengikatan hubungan kerja pekerja di PT Tyfountex Indonesia adalah hubungan 
kerja diawali dengan penerimaan pekerja dengan kriteria-kriteria atau kompetensi 
yang telah ditentukan sendiri oleh PT Tyfountex Indonesia. Pengikatan hubungan 
kerja antara PT Tyfountex Indonesia dengan pekerja yang diterima bekerja di PT 
Tyfountex Indonesia adalah dengan perjanjian secara tertulis yang telah 
memenuhi syarat-syarat perjanjian (1320 KUHper) dan membuat surat 
pengangkatan pekerja.  
Kedua, perlindungan hukum bagi pekerja pada PT Tyfountex Indonesia di 
Kota Surakarta adalah perlindungan waktu kerja, perlindungan keselamatan dan 
kesehatan, perlindungan upah dan perlindungan kesejahteraan. Pelaksanaan 
perlindungan terhadap pekerja tersebut sudah ada yang berjalan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu perlindungan keselamatan dan 
kesehatan dan ada yang belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, yaitu perlindungan upah, waktu kerja, dan kesejahteraan.  
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Ketiga, upaya yang dilakukan oleh pekerja apabila perlindungan hukum 
baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah pekerja PT Tyfountex 
Indonesia dengan musyawarah apabila musyawarah tidak berhasil maka dapat 
melakukan gugatan ke Pengadilan akan tetapi hal tersebut sulit terwujud karena 
biaya yang dikeluarkan pekerja di Pengadilan sangatlah tinggi sehingga pekerja 
akan merasa tidak sanggup untuk melakukan penuntutan hak terhadap PT. 
 
Saran  
Pertama, bagi pekerja, hendaknya lebih selektif dalam memilih pekerjaan 
dan mengerti dalam membuat perjanjian dalam bentuk lisan, selain itu pekerja 
harus lebih mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja sehingga 
mereka dapat menuntut apabila tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.  
Kedua, bagi PT Tyfountex Indonesia, hendaklah memberikan penghargaan 
kepada pekerja dengan membuat jenjang karier, sehingga pekerja akan lebih giat 
dalam mengerjakan pekerjaannya, serta membuatkan perjanjian kerja tertulis dan 
lebih memperhatikan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan 




Djumialdji, FX., 2006, Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta. 
Oetomo, R. Goenawan, 2004, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum 
Perburuhan di Indonesia (Jakarta: Grhadika Binangkit Press. 
 
Patrik, Purwahid, Dasar-dasar Hukum Perikatan, CV. Mandar Maju, Bandung, 
1994. 
 
Zainal, Dasar – Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004. 
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
 
